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Hukum  acara pidana mengatur  tentang bagaimana cara alat-alat  perlengkapan 

pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa 

keputusan pengadilan itu dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang 

yang melakukan perbuatan pidana. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana 

bila Eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) 

tersebut  menimbulkan  sebuah  masalah  dalam  pelaksanaannya.  Seperti  halnya 

yang terjadi pada Putusan Eksekusi Komjen (purn) Susno Duadji pada tingkat 

Kasasi. Yang dalam putusan tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan. 

Alasan Susno Duadji menolak untuk dieksekusi antara lain: 

1)  Nomor  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jaksel  tidak  sama  Putusan  Negeri 

Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel, sedangkan Putusan 

Pengadilan Tinggi menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

itu bernomor : 1288/pid.B/2010/PN.Jaksel. 

2) Amar  Putusan  Mahkamah  Agung  hanya  menyatakan  Menolak 

permohonan Kasasi Susno Duadji, sehingga putusan yang dijadikan 

pedoman adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 

menyatakan “menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 

sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, 

diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan; dan menghukum 

terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.4.208.898.747,-“. 

3)  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  k  menyatrakan:  “perintah  supaya  terdakwa 

ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, kemudian Pasal 197 

ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, 

b, c, d, e ,f ,g ,h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 

hukum. 
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Berdasarkan argumentasi hukum point a, b, dan c di atas, Susno Duadji 

menyatakan Putusan Makamah Agung cacat hukum dan putusannya harus 

dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, Susno Duadji menolak Eksekusi 

yang dilaksanakan oleh Jaksa terhadap dirinya. 

 
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, mencari literatur- literetur 

yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian,  serta  melakukan  wawancara 

secara lisan terhadap narasumber untuk mendapatkan data pendukung guna 

penulisan skripsi ini. 

 
Hasil penelitian penulis menunjukkan, bahwa pertimbangan dan landasan hukum 

jaksa bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan dan ketetapan hakim adalah 

surat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar- dasar 

pembuatan suatu surat putusan telah tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a-l 

KUHAP. Salah satu bagian yang harus dicantumkasn dalam surat putusan, yakni 

pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang menyatakan : “perintah supaya 

terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. kemudian dalam 

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 

(1) 

huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 

hukum”.  Namun  dalam  Penjelasan  Pasal  197  ayat  (2)  telah  menjelaskan  : 

“Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan 

atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan 

atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”. 

 
Penulis menyarankan kepada Hakim yang berwenang dalam Pembuatan Putusan 

lebih cermat dalam membuat putusan, kemudian Anggota Legislatif agar segera 

melakukan Pembaruan KUHAP yang telah usang, serta adanya kontroling atas 

putusan yang telah ada sebelumnya pada setiap tingkatan peradilan. 
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